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ABSTRACT 

The problem in this study is regarding the status and legitimacy of the rights described by 
the land certificate as proof of land ownership. Residents of Tanjung Marulak Hamlet are legally 
entitled to receive a statement letter from the Regent alias SK-Regent as proof of ownership of their 
property. Land Certificate (SKT) is a written document owned by a private person who owns a piece 
of land but has not been certified; the weight of proof does not show the authenticity of the deed. In 
Indonesia, there are still many people who believe that land certificates have the same legal weight 
as other certificates, especially in Dusun Tanjung Marulak. The purpose of this study is to determine 
the position and legitimacy of rights to land certificates as proof of land ownership in the land law 
system. Researchers used normative legal research in this study which was supplemented by 
interviews. According to the current law, this investigation investigates and analyzes primary data 
and secondary data. Literature research in the library and field research in the field were both used 
to collect all data. This research is qualitative in nature. Based on the research results, the Land 
Certificate issued by the Regent of Tanjung Marulak Hamlet through Excerpt of Letter Number 
69/DA/HML/LB/1980 is legal proof of land ownership. 

Keywords : Ownership, Land Certiface, Wahbah Az-Zuhaili  

ABSTRAK. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status dan keabsahan hak yang 
diwakili oleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Warga Dusun Tanjung Marulak 
secara hukum berhak mendapatkan surat keterangan dari Bupati alias SK-Bupati sebagai bukti 
kepemilikan harta bendanya. Sertifikat Tanah (SKT) adalah surat tertulis milik pribadi yang 
menetapkan kepemilikan sebidang tanah tetapi belum bersertifikat; bobot pembuktiannya tidak 
menunjukkan keaslian akta tersebut. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang meyakini 
bahwa sertifikat tanah mempunyai bobot hukum yang sama dengan sertifikat lainnya, 
khususnya di Dusun Tanjung Marulak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kedudukan dan legitimasi hak atas sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dalam 
sistem hukum pertanahan. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian 
ini yang dilengkapi dengan wawancara. Menurut undang-undang saat ini, penyelidikan ini 
menyelidiki dan menganalisis data primer dan data sekunder. Penelitian literatur di 
perpustakaan dan penelitian lapangan di lapangan sama-sama digunakan untuk mengumpulkan 
seluruh data. Penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Sertifikat Tanah yang 
diterbitkan oleh Bupati Dusun Tanjung Marulak melalui Petikan Surat Nomor 
69/DA/HML/LB/1980 merupakan bukti sah kepemilikan tanah.  

Kata Kunci : Kepemilikan, Surat Keterangan Tanah, Wahbah Az-Zuhaili 
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PENDAHULUAN 

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Tanah, salah satu unsur penyusun kehidupan, sangat penting 

bagi kelangsungan hidup manusia karena menopang kehidupan. Dapat dilihat dengan 

meningkatnya populitas pemberdayaan tanah sehingga mempunyai nilai ekonomis 

yang sangat tinggi dan orang yang memiliki bangunan akan mempertahankan hak milik 

atas tanahnya. (Efenddi Perangin,1991). Karena begitu besarnya kedudukan dan 

peranan tanah dalam dinamika pembangunan, maka peruntukannya harus diperhatikan 

dan dipergunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan rakyat, baik secara individu 

maupun kolektif. “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” 

bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 

yang mengatur tentang Peraturan Pokok Agraria atau lebih populer disebut UUPA juga 

memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan. 

Meinurut Pasal 5 UUPA, hukum agraria yang beirkaitan deingan tanah, air, dan 

ruang angkasa dianggap hukum adat seipanjang tidak beirteintangan deingan keipeintingan 

bangsa dan neigara yang beirdasarkan atas peirsatuan bangsa, deingan sosialismei 

Indoneisia. , deingan aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang, atau deingan 

unsur-unsur beirdasarkan hukum agama. Meingingat seibagian beisar masyarakat 

Indoneisia meinganut hukum adat yang meimbeirikan teimpat khusus dalam peimbeintukan 

hukum peirtanian, maka hukum adat dijadikan seibagai landasan hukum agraria. (Urip 

Santoso, 2005). 

Hukum agraria harus meimpeirhatikan bagian-bagian yang beirtumpu pada hukum 

agama di samping unsur-unsur yang beirdasarkan hukum adat. Seisuai deingan hukum 

Islam, tanah kosong yang tidak dimiliki oleih siapa pun harus digunakan untuk tujuan 

produktif dan diseibut seibagai “tanah mati” atau “ihya al-mawat.” Tiga beintuk tanah 

yang beirbeida, teirmasuk tanah teibangan, tanah reiklamasi, dan tanah teirlantar, 

dikateigorikan seibagai tanah al-mawat di Indoneisia, meinurut undang-undang 

peirtanahan. Peirtama, lahan teirlantar meirupakan lahan yang sudah lama tidak 

dimanfaatkan seihingga meimungkinkan kawasan teirseibut keimbali meinjadi hutan. 

Keimudian tanah itu digunakan seipeirti seimula. seisuai deingan Pasal 1 ayat (5) Peiraturan 

Peimeirintah Nomor 36 Tahun 1998. Keidua, tanah timbul (eimeirging soil) yang seiring 

diseibut tanah seidimein atau tanah yang teirbeintuk seicara alami di teipi sungai atau 

pantai tanpa campur tangan manusia. Meinurut hukum adat, salah satu cara untuk 

meimpeiroleih hak milik adalah deingan tanah yang timbul. Keitiga, lahan yang dipulihkan 

meimiliki status yang sama deingan lahan baru dalam hal keipeimilikan neigara. Pasal 12 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 16 Tahun 2004 meimbeirikan peinjeilasan kompreiheinsif 

meingeinai hal teirseibut. (Ahmad Munif, 2018). 
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Hapusnya hak milik apabila Tanah seingaja dibiarkan tidak dihuni dan tidak 

dimanfaatkan seisuai deingan keiadaannya, sifat haknya, atau tujuan hak teirseibut 

seibagaimana teircantum dalam Pasal 27 UUPA. (UUPA ayat 27). Beirdasarkan kajian 

meingeinai lahan teirlantar, lahan yang dibuka diartikan seibagai lahan yang teilah digarap 

oleih peimilik atau peinggarap sampai satu atau dua kali panein seibeilum ditinggalkan oleih 

peimiliknya untuk jangka waktu teirteintu hingga keimbali meinjadi hutan. Tanah teirseibut 

keimbali meinjadi hak adat meinurut hukum. (Suharningsih, 2009). Meinurut Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), seiseiorang yang dibeiri hak atas tanah teirlantar 

meimpunyai keiseimpatan untuk meimbeili hak teirseibut dalam jangka waktu yang teilah 

diteintukan (sampai tiga tahun seiteilah tanah teirseibut diusahakan). Hukum agraria 

meimuat keiteintuan hukum adat meingeinai peimbukaan tanah mati. Meinurut hukum adat, 

peimbukaan lahan teirlantar meimeirlukan peirseitujuan keipala suku, stafnya, dan 

lingkungan seikitar. 

Dalam hukum peirtanahan (agraria), izin mutlak dipeirlukan seibeilum 

meinggunakan tanah mati. Seibagaimana teircantum dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang 

beirbunyi, untuk meinjamin keipastian hukum oleih Peimeirintah untuk meingadakan izin 

peirtanahan di seiluruh wilayah Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia meinurut keiteintuan 

yang diatur dalam Peiraturan Peimeirintah, tujuan peirtama peirizinan Indoneisia adalah 

adalah untuk meinjamin keipastian hukum. Tujuan keidua adalah meince igah peirusakan 

tanah, tujuan keitiga meinceigah monopoli tanah, dan tujuan keieimpat meinjamin 

peinggunaan lahan yang eifeiktif. (Ambok Peingiuk, 2010). Seiteilah meimbahas tanah 

teirlantar dalam sudut pandang Hukum Agraria. Maka akan dijeilaskan juga meinurut 

pandangan hukum Islam. Di dalamnya juga diatur meingeinai hak milik atas tanah yang 

beilum dikeimbangkan (ihya' Al-Mawat) dalam kajian Islam. Meinurut hukum Islam, 

meinanam atau meimanfaatkan lahan yang tidak diklaim adalah salah satu cara untuk 

meinunjukkan niat baik teirhadap lahan teirseibut. Ihya' al-mawat adalah proseis 

meingubah lahan milik umum yang tidak teirpakai meinjadi lahan produktif yang 

beirmanfaat bagi peingeilolanya maupun makhluk hidup lainnya. (Sudarsono, 2001) 

Beibeirapa ayat dalam Al-Quran meinyeibu it tanah ataui tanah seibagai anuigeirah 

Allah SWT keipada makhluik-Nya. Ayat beirikuitnya meinu inju ikkan bahwa Allah SWT 

adalah peimilik sah seigala seisuiatu i di duinia, teirmasuik tanah. agar Allah SWT dapat 

meimbeirikan keiweinangan keipada manuisia seibagai peingu iasa. kata seibanyak al-ardh, 

salah satuinya muincuil pada Q.S. An-Nuir (24) Al-Qu iran: 42 “Dan keirajaan langit dan 

bu imi adalah milik Allah, dan keimbalinya (seigala makhluik) adalah milik Allah saja.” (Q.S. 

An-Nuir, ayat 24) 42. Peilaksanaan Ihya' al mawat haruis dilakuikan seicara sisteimatis, 

seisuiai Islam. Oleih kareina itui, meitodei meinghiduipkan lahan mati haruis meimpuinyai 

tu iju ian teirseindiri. Jika Anda meimpeirtimbangkan hasil akhirnya, lahan peirtanian haruis 

dibeirsihkan, diratakan, dan dikeindalikan jika drainasei dari air dan huijan tidak 

meincuiku ipi. Dan jika ingin meimbuiat peirkeibu inan peirlui dibeirsihkan, dipagari, keimuidian 

ditanami tanaman agar meimeinu ihi syarat seibagai taman.  
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Meinu iru it Wahbah Az-Zuihaili yang dikatakan Peirtama, keipeimilikan harta mu ibah 

tidak dapat didahuiluii oleih orang lain, kareina “Barang siapa leibih dahuilui meingu iasai 

seisuiatu i yang beiluim ada seiorang muislim lain meindahuiluiinya, maka seisuiatu i itui adalah 

u intuiknya” seipeirti yang disabdakan Rasuiluillah SAW. Keidu ia, teirgantuing keibu ituihan dan 

keiinginan meimilikinya. (Wahbah Az-Zuihaili, 1989). Dalam peimikiran Wahbah Az-

Zu ihaili meingeinai keipeimilikan adalah aktivitas sosial. Deingan kata lain, meiskipuin Islam 

tidak seicara langsuing meindu ikuing hak milik pribadi, namuin Islam ju iga tidak 

meindu ikuingnya. sama deingan firman Allah SWT “ Hai orang-orang yang beiriman, 

janganlah kamui saling meimakan harta seisamamui deingan jalan yang batil, keicuiali 

deingan jalan peirniagaan yang beirlakui deingan su ika sama suika di antara kamui Suirat Al-

Baqarah ayat 188, Jeilas dari dalil Wahbah Az-Zuihaili di atas bahwa peiroleihan tanah 

tanpa izin peimiliknya meiru ipakan beintu ik peirampasan hak milik. Dilarang dalam situiasi 

ini meilanggar ke ipeimilikan sah ataui sah milik orang lain. Rasuiluillah meindeingar dan 

beirkata, “Barangsiapa meinyeirobot seijeingkal tanah milik orang lain seicara zalim, maka 

Allah SWT akan meinjadikan seijeingkal tanah itu i tu iju ih buimi lalui meingalu ingkannya kei 

leiheirnya keilak di akhirat”. (Wahbah Az-Zuihaili, 1989). 

Seijalan deingan peimikiran Wahbah Az-Zuihaili teintang tidak boleihnya meingu iasai 

hak milik orang lain. Adapuin peirmasalahan yang teirjadi di Duisuin Tanjuing Maruilak 

Deisa Huita Godang Keicamatan Suingai Kanan Kabu ipatein Labu ihanbatui Seilatan adalah 

peingu iasaan lahan masyarakat oleih PT Suimbeir Tani Aguing (STA). Seijak tahuin 1930 

Masyarakat Duisuin Tanjuing Maruilak (MDTM) meiru ipakan peimilik lahan seilu ias 569,55 

heiktar yang digarap seicara tuiru in teirmuiru in. Keipeimilikan lahan teirseibu it dipeirku iat 

deingan buikti Suirat Keiteirangan Tanah dikeilu iarkan oleih Buipati meilaluii Peitikan Suirat 

Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Meii 1980 teilah meilaku ikan peineitapan hak 

tanah teirhadap beibeirapa Warga Duisuin Tanju ing Maruilak Deisa Huitagodang seibagai 

bu ikti keipeimilikan tanah. (Wahbah Az-Zuihaili, 1989). 

Masyarakat Duisuin Tanjuing Maruilak (MDTM) meimbuika huitan be ilantara seikitar 

tahuin 1930 ataui seibeilu im keimeirdeikaan. Peimbuikaan lahan keibu in sawit dilaku ikan pada 

tahuin 1983 oleih PT Cisadanei Sawit Raya yang tidak diseirtai peileipasan hak dari 

masyarakat ataui ju ial beili dari peitani. Dan keibu in sawit teilah beiralih beibeirapa kali dari 

satui peiru isahaan keipada peiruisahaan lainnya. Pada saat ini (Tahuin 2021) dikeilolah oleih 

PT Suimbeir Tani Agu ing (STA). seijak dibuika peirkeibu inan teirseibu it tidak meimiliki HGUi 

hingga tahuin 2021. Dalam Suirat Izin Nomor 503/521/BPPTPM-Is/PM/2016 yang 

beirisikan teintang suirat izin dipeiru intu ikkan uintu ik tanaman sawit, kareit dan pohon jati. 

Namuin nyatanya lahan teirseibu it dipeiruintu ikkan u intuik keibu in sawit saja. Dari hal 

teirseibu it bahwa simpangsiuir antara Masyarakat Du isuin Tanjuing Maruilak (MDTM) dan 

Pihak PT Suimbeir Tani Agu ing (STA). (Hasil Wawancara MDTM). Hal teirseibu it seijalan 

deingan banyaknya peirmasalahan yang muincuil di kalangan masyarakat meingeinai 

keipeimilikan ganda teirhadap seibidang tanah deingan alat bu ikti keipeimilikan tanah 

teirseibu it, baik hak keipeimilikan diguinakan uintu ik keipeintingan u imuim mauipu in pribadi. 

Seihingga peirlui dilakuikan analissi huikuim dari pandangan Huiku im Islam dan Peiratu iran 

Peiruindangan Ne igara, agar keiduia pihak meingeitahuii bagaimana huiku im meingu iasai 
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tanah yang buikan milik seindiri dan meingeitahuii keiduidu ikan alas hak seibagai alat buikti 

keipeimilikan tanah.  

METODE PENELITIAN 

Jeinis peineilitian yang digu inakan yaitui peineilitian yu iridis normatif diduiku ing 

deingan wawancara, dimana peindeikatan yu iridis normatif diguinakan deingan 

peindeikatan  konseiptuial (conceiptuial approach), peindeikatan Uindang-Uindang, dan 

peindeikatan kasuis. Suimbeir bahan huiku im yang digu inakan adalah deingan meingkaji dan 

meinganalisa data primeir dan data seiku indeir. Seiluiru ih data dikuimpuilkan deingan 

meinggu inakan stuidi keipuistakaan (liteiratuirei) dan peineilitian lapangan (fieild reiseiarch). 

Dalam jeinis peine ilitian ini akan leibih meinitik beiratkan pada stuidi puistakawan yang 

mana leibih meine ilaah dan meingkaji atu iran-atuiran hu ikuim meingikat seibagai huikuim 

positif  yang beirlakui saat ini. Peineilitian ini beirtu iju ian u intuik meingeitahu ii keiduiduikan dan 

keikuiatan suirat keiteirangan tanah seibagai buikti keipeimilikan hak atas tanah dalam 

sisteim huiku im peirtanahan. Peineilitian ini sangat peinting dilakuikan kareina di Indoneisia 

seicara huiku im masih banyak seikali masyarakat meingleigalitaskan buikti keipeimilikan 

suirat keiteirangan tanah seibagai alat buikti yang ku iat. Hal teirseibuit seiring dijuimpai dalam 

proseis peiradilan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yang membuka Tanah Kosong 

Menurut Hukum Islam Dan UUPA 

Meinu iru it huiku im Islam, Allah adalah peimilik seibeinarnya dari seigala yang ada di 

bu imi. Hal ini seisuiai deingan wahyui Allah yang teirdapat dalam (Q.S. An-Nuir [24]: 42), 

yang meinyatakan, “Dan keipuinyaan Allah-lah keirajaan langit dan buimi, dan hanya milik 

Allahlah teimpat keimbalinya (seigala makhluik). .” 42 (Q.S. An-Nuir 24). Al-Qu iran di atas 

meinu inju ikkan bahwa Allah SWT adalah peimilik sah bu imi dan alam seimeista (teirmasuik 

tanah). Manuisia dibeiri keikuiasaan (istikhlaf) oleih Allah SWT agar dapat meimeirintah 

duinia (bu imi) seisuiai deingan hu ikuim yang beirlaku i. Keikuiasaan uintu ik meinyu ibuirkan bu imi, 

meingu iasai buimi, dan meingu iasai tanah adalah milik seimuia makhluik hiduip di duinia. 

(Jamaluiddin Mahasari, 2010). Seicara eitimologi, ihya beirarti meinghiduipkan seisuiatu i, 

seidangkan al-mawat beirarti seisuiatui yang tidak beirnyawa. Seidangkan Asy-Syarbaini al-

Khatib beirpeindapat bahwa ihya al-mawat adalah keibangkitan keimbali tanah yang tidak 

ada peimiliknya dan tidak ada yang meingeiksploitasi siapa puin. (Abdu il Rahman Ghazaly, 

2010) . 

Ihya al-Mawat, bahasa Arab u intu ik "tanah kosong", beiru ipaya meingu ibah lahan 

tanduis meinjadi lahan su ibuir dan meingu ibah lahan tidak produiktif meinjadi lahan 

produiktif uintu ik peirkeibu inan, peiteirnakan, dan bangu inan. Hadits Rasuiluillah meilihat 

bahwa “Barangsiapa meimbanguin seibidang tanah yang bu ikan hak seiseiorang, maka 

dialah yang beirhak atas tanah itui” meinjadi landasan gagasan ihya’ al-mawat. (Imam al-

Bu ikhari meiriwayatkan. “Barangsiapa meimbuika tanah kosong, maka tanah itu i meinjadi 
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miliknya,” Rasuilu illah meingamati. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi meilaporkan hal ini. 

Para uilama beirpeindapat bahwa huiku im ihya’ al-mawat dapat diteirima beirdasarkan 

hadis-hadis teirseibuit di atas. Teirbu ikti bahwa adat istiadat ini meindorong u imat Islam 

u intuik meingu ibah lahan tak teirpakai meinjadi lahan produiktif. agar nikmat yang Allah 

SWT anuigeirahkan keipada kita dapat dimanfaatkan u intu ik keimaslahatan kita dan 

keimaslahatan seilu iru ih uimat manuisia. (Wahbah Az-Zu ihaili, 1989).  

Meinu iru it Wahbah Az-Zuihaili, Keipeimilikan adalah huibu ingan antara seiseiorang 

deingan harta  beinda yang disahkan oleih syariat, seihingga harta teirseibu it beirhak 

diguinakan seilama tidak ada larangan teirhadap peinggu inanya. Dalam konseip 

keipeimilikan meinu iruit Wahbah Az-Zuihaili, faktor-faktor muicuilnya keipeimilikan 

seimpuirna yaitui meingu iasai seisuiatu i yang muibah (tidak milik siapapuin), akad, al-

khalafiyyah (peirgantian keipeimilikan), dan lahir dari seisuiatui yang dimiliki oleih orang 

teirseibu it. Faktor-faktor teirseibu it yang meineintu ikan adanya suiatu i hak milik. (Wahbah Az-

Zu ihaili,1989). Dalam Islam, proseis peimbuikaan lahan teirlantar ataui tidak beirpeinghuini 

ju iga diatuir seiru ipa, namuin para uilama beirbeida peindapat teintang cara teirbaik meingolah 

tanah yang meinjadi pokok ihya al-mawat. Wahbah Az-Zuihaili meingklaim langkah awal 

yang dilakuikan adalah meimbanguin bangu inan layak tanam, meinggali suimuir, dan teilah 

diseimpuirnakan seilama tiga tahuin. Keidu ia, meingolahnya seibagai lahan peirtanian 

meiru ipakan teiknik peingolahannya meinu iru it Uilama Hanafiyah dan Malikiyah. Oleih 

kareina itui peirlu i dilakuikan peimbeirsihan, peimbuiatan saluiran irigasi, peinanaman pohon 

ataui tanaman lain, dan peimagaran. Keitiga, u ilama Syafi'iyah beirpeindapat bahwa praktik 

lokal haruis keimbali diguinakan uintu ik meingatu ir lahan kosong. Hanabillah meingatakan, 

cara peingeilolaan yang keieimpat adalah deingan meimagari lahan buididaya saja. (Imam 

al-Kasani, 1974). 

Peirlui digaris bawahi, agar ihya al-mawat dapat teirwu iju id, haruis dipeinu ihi syarat-

syarat teirteintu i yang beirkaitan deingan peinge ilola, areial keilola, dan cara peingolahannya. 

Islam meingatu ir u intu ik meimpeiroleih izin dari peimeirintah ataui peingu iasa seiteilah 

meingolah ataui meimbuika lahan kosong deingan itikad baik, seirta u intu ik meindapatkan 

keipastian huiku im dan keipastian hak. Ihya al-mawat diakuii oleih para fuiqaha seibagai 

akar keipeimilikan. Namuin meireika tidak seitu iju i meingeinai peirsyaratan uintu ik meiminta 

izin peimeirintah. (Abduillah bin Muihammad Ath-Tahayyar,dkk, 2007). Para uilama Islam 

meimpuinyai beibe irapa pandangan meingeinai peirlui tidaknya izin peingu iasa atau i peingu iasa 

u intuik meingklaim suiatui wilayah barui, antara lain: 

1. Meinu iruit Imam Abui hanafi: peingu iasaan dan peimilikan teirhadap tanah kosong 

haruis meindapat izin dari peimeirintah (khalifah) seiteimpat. Beirdasarkan hadist, 

“Tidak ada seisuiatui u intu ik seiseiorang keicuiali apa yang diridhai imamnya 

(peimimpinnya).” Apabila peimeirintah (khalifah) seiteimpat tidak meimbeirikan izin, 

maka seiseiorang tidak boleih langsuing meingu iasai dan meinggarap tanah teirseibu it.  

2. Meinu iruit Imam Syafi’I, dan Ahmad: bahwa seilu iru ih tanah yang tidak beirtu ian 

(ihya al-mawat) boleih dimiliki (dikuiasai) tanpa seiizin dari peimeirintah (khalifah) 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/5091


Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 

Vol 6 No 1 (2024)   890-904   P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.5091 

 

896 |  Volume 6 Nomor 1  2024 
 

seiteimpat. Hal ini beirdasarkan hadist, “Barangsiapa meinghiduipkan lahan mati, 

maka lahan itui meinjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi).  Hadist ini 

meineitapkan hak keipeimilikan bagi orang yang meinghiduipkan lahan mati tanpa 

ada syarat haruis deingan izin peimeirintah (khalifah) seiteimpat. Seipeirti seiseiorang 

yang meindapatkan binatang bu iru ian ataui meimotong dan meingu impu ilkan 

reiruimpuit. 

3. Meinu iruit Imam Maliki: Tanah yang tidak beirtu ian deikat deingan teimpat tinggal 

masyarakat, maka uintu ik meingu iasai lahan kosong haruis meindapatkan izin dari 

khalifah. Akan teitapi jika jarak tanah kosong jau ih dari teimpat tinggal masyarakat, 

maka tidak peirlu i izin dari khalifah. (Syaikh Abui Bakar Jabir al-Jaza’iri, 1998) 

Seijalan deingan proseidu ir meimbuika tanah kosong ataui ihya al-mawat dalam 

huiku im islam. Allah juiga meimeirintah keipada Uimatnya, agar patu ih pada peimeirintah 

seilagi hal teirseibu it tidak meilanggar  syariat islam. Beirkaitan deingan teirseibu it, teirdapat 

dalam Al-quiran Suirah An-Nisa {4}: 59 meinje ilaskan uintu ik meinaati peirintah Allah, rasuil 

dan u iluil amri. Yang artinya “ Wahai orang-orang yang beiriman, taatilah Allah dan 

taatilah rasuilnya, dan u ilil amri di antara kamui. Keinu idian jika kamui beirlainan peindapat 

teintang seisuiatu i, maka beinar beiriman keipada Allah (Al-Quiran) dan Rasuil (su innahnya), 

jika kamui beinar-beinar beiriman keipada Allah dan hari keimuidian. Yang deimikian itu i 

leibih uitama (bagimui) dan leibih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa : 59). Beirdasarkan 

peinjeilasan teirseibu it, Deimi keimaslahatan uimuim meinghiuipkan tanah mati (ihya al-

mawat) meimeirlu ikan izin peimeirintah, kareina pada saat ini kita beirada di Neigara huiku im 

yang seimuianya tidak dapat disandarkan atas dasar peingaku ian seimata, kita peirlui 

meimeirluikan bu ikti oteintik gu ina meilinduingi hak peimbuika lahan ataui tanah kosong. 

Deingan adanya izin peimeirintah maka uiru isan uimu im ataui keipeintingan uimuim dapat 

diatuir deingan teirtib.  

Beirkeinaan deingan istilah ihya al-mawat, Dalam Uindang-Uindang Pokok agraria 

istilah ihya al-mawat dikeinal ju iga deingan tanah teirlantar. Yang mana dalam Peiratu iran 

peirtanahan di Indoneisia teirdapat tiga macam tanah yang teirgolong dalam tanah al-

mawat diantaranya tanah teirlantar, tanah, timbuil dan tanah reiklamasi. Peirtama, Tanah 

teirlantar adalah tanah yang tidak digu inakan deingan ku iru in waktu i teirteintu i seihingga 

tanah teirseibu it keimbali meinjadi huitan. Maka tanah teirseibu it keimbali meinjadi tanah 

adat. Seibagaimana teircantu im dalam Pasal 1 ayat (5) Peiratu iran Peimeirintah Nomor 36 
Tahuin 1998 . Ke idu ia, tanah timbuil yaitui tanah seidimeintasi ataui tanah meingeindap 

seicara alami tanpa campu ir tangan manuisia di teipi peirairan suingai ataui pantai. Tanah 

timbuil ini salah satui cara meimpeiroleih hak atas tanah meinu iru it huiku im adat. Keitiga, 

tanah reiklamasi adalah meimiliki keiduidu ikan yang sama deingan tanah timbuil, yaitui 

tanah yang dikuiasai oleih Neigara. Hal ini seicara rinci teilah dijeilasakn dalam Pasal 12 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 16 Tahuin 2004. (Ahmad Muinif, 2018). 

Uintu ik meineitu ikan keipeimilikan teirhadap tanah kosong. Ada beibarapa point yang 
haruis dipeirhatikan dalam atuiran Peiru indang-uindang Neigara Indoneisia. Adapuin 
Uindang-Uindang Pokok Nomor 5 Tahuin 1960 seibagai beirikuit: 
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1. Dilihat dari seigi suibyeik: UiU iPA meingatu ir teintang hak atas tanah bagi yang 
meimbuika (meinggarap) tanah kosong yang teircantuim dalam Pasal 21 UiUiPA 
No 5 Tahuin 1960 yang beirisi Suibyeik keipeimilikan tanah kosong haruis 
beirke iwarganeigaraan Indoneisia. 

2. Dilihat dari seigi Izin Peingu iasa: Pasal 19 UiU iPA No 5 Tahuin 1960 izin haruis 
dilakuikan agar meindapatkan keipastian hak dan huiku im. 

3. Dilihat dari seigi jangka waktui pe inggarapan: beiriktikad baik teirhadap tanah 
kosong, deingan cara meinggarap meinjadi tanah produiktif seilama 20 tahuin. 

4. Dilihat dari seigi Obyeik peinggarapan: beinar-beinar tanah kosong yang beilu im 
peirnah dihaki seibeiluimnya. (Buidi Harsono, 2008).    

Dari peinje ilasan di atas teirlihat jeilas bahwa teirdapat peirsamaan antara huiku im 
Islam dan Huiku im Pokok Agraria dalam peingatu iran keipeimilikan tanah kosong/ihya al-
mawat, yaitui: Peirtama, tanah kosong u intu ik tu iju ian beircocok tanam. Seibaliknya 
meinu iruit hadis dan atuiran peinggarapan lahan kosong, tu iju ian peinggarapan meinu iru it 
syariat Islam adalah beiru ipa lahan kosong. Keiduia, seijalan deingan Pasal 19 Uindang-
Uindang Pokok Agraria Nomor 5 Tahuin 1960, peingeindalian izin haruis dilaksanakan 
deimi keipastian hak dan keipastian huiku im. Para fu iqaha meingatakan izin peingu iasaan 
dilihat dari suidu it pandang hu ikuim Islam agar keimanfaatan.  

Dilihat dari peirmasalahan di Duisuin Tanjuing Maruilak Deisa Huita Godang 
Keicamatan Suingai Kanan Kabuipatein Labu ihanbatu i Seilatan teirdapat uinsuir 
keipeimilikan teirhadap tanah teirseibu it. Diseibabkan Masyarakat Duisuin tanju ing Maruilak 
meimiliki alat buikti yang beiru ipa SK Buipati meilaluii Peitikan Suirat Nomor 
69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Meii 1980 teilah meilakuikan peineitapan hak tanah 
teirhadap beibeirapa Warga Duisuin Tanju ing se ibagai bu ikti keipeimilikan tanah.  

Kedudukan Alas Hak Berupa  Surat Keterangan Tanah Sebagai Alat Bukti 
Kepemilikan Tanah  

Suirat Keiteirangan Tanah meiruipakan suiatui bu ikti keipeimilikan atas seibidang 
tanah yang masih beilu im beirseirtifikat, seirta alat bu ikti teirtu ilis di bawah tangan yang 
keikuiatan peimbuiktiannya tidak seikuiat akta oteintik, namuin SKT teirseibu it meiru ipakan 
suirat-suirat yang dikateigorikan alas hak ataui data yu iridis atas tanah yang dijadikan 
syarat keileingkapan peirmohonan hak atas tanah seibagaimana diatuir dalam keiteintuian 
peiruindang-u indangan, maka SKT meiru ipakan doku imein peinting dalam peindaftaran 
tanah. (Vida Rianti Ginting, 2017). 

Dipeirluikannya SKT seibagai alat buikti teircantuim pada Pasal 1865 Kitab Uindang-
Uindang Hu iku im Peirdata  yang beirbu inyi “ seitiap orang meindalilkan bahwa ia 
meimpuinyai seisuiatu i hak, ataui gu ina meineigu ihkan haknya seindiri mauipu in meimbantah 
suiatui hak orang lain, meinu inju ikkan pada suiatu i peiristiwa, diwajibkan meimbuiktikan 
adanya hak ataui peiristiwa. (Pasal 1865 Kitab U indang-Uindang Hu iku im Peirdata 
(Bu irgeirlijk weitboeik).   

Keidu iduikan peimeirintah daeirah seibagai Keipala Deisa/Luirah meimiliki 
keiweinangan u intu ik meineirbitkan suirat keiteirangan tanah beirdasarkan Peiratuiran 
Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 teintang peindaftaran tanah. Beirkeiku iatan hu ikuim 
yang sah apabila dikeitahu ii oleih Buipati ataui Camat seilakui peijabat peimbuiatan akta 
tanah, deingan dasar huiku im pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huiru if b angka (3), 
Pasal 39 ayat (1) huiruif b angka (1) dan angka (2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 
Tahuin 1997.  
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Keiteintu ian Pasal 7 ayat (2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 
beirbu inyi “Uintu ik deisa-deisa dalam wilayah yang teirpeincil Meinteiri dapat meinu inju ikkan 
Keipala Deisa seibagai PPAT seimeintara”. Beirdasarkan pasal teirseibu it bahwa u intuik 
meimpeirmuidah rakyat di daeirah teirpeincil yang tidak ada Peijabat Peimbu iat Akta Tanah 
(PPAT) u intuik meilaksanakan peirbu iatan huikuim meingeinai tanah. Yang dituinju ik 
seibagai PPAT seimeintara yaitui Keipala Deisa.  

Pasal 8 ayat (2) huiru if b angka (3) beirbu inyi “Keipala Deisa/Keiluirahan yang 
beirsangkuitan dan ataui seiorang pamong Deisa/Keilu irahan yang dituinju iknya”. 
Beirdasarkan pasal teirseibu it Keipala Deisa/Keilu irahan dapat dituinju ik seibagai anggota 
panitia ajuidikasi yaitui peimbantui peilaksana peindaftran tanah.  

Pasal 39 ayat (1) huiru if b angka (1) beirbu inyi “ Suirat buikti hak bagaimana 
dimaksuid dalam pasal 24 ayat (1) ataui suirat keiteirangan Keipala Deisa/Keilu irahan yang 
meinyatakan bahwa yang beirsangkuitan meingu iasai bidang tanah teirseibuit seibagaimana 
dimaksuid dalam Pasal 24 ayat (2)”. Beirdasarkan Pasal teirseibu it Keipala Deisa meimiliki 
keiweinangan u intu ik meimbu iat suirat keiteirangan yang meingu iatkan seibagai bu ikti hak 
deingan yang be irsangku itan yang meingu iasai seibidang tanah teirseibuit. (Hu isni Thamrin, 
2011). 

Beirdasarkan pada pasal Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huiru if b angka (3), 
Pasal 39 ayat (1) huiruif b angka (1) dan angka (2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 
Tahuin 1997 teintang peindaftaran Tanah. Teirkait pasal-pasal di atas, maka buikti 
keipeimilikan tanah yang dimiliki oleih masyarakat Duisuin Tanjuing maruilak yang 
beiruipa Suirat keiteirangan tanah Yang diteirbitkan oleih keipala Deisa yang disahkan oleih 
Bu ipati Labuihan Batui meilaluii Peitikan Suirat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 
Meii 1980 teilah meilakuikan peineitapan hak tanah teirhadap beibeirapa Warga Duisuin 
Tanjuing Maru ilak Deisa Huitagodang seibagai buikti keipeimilikan tanah. Suirat keiteirangan 
tanah teirseibu it seibagai alat buikti teirtu ilis di bawah tangan yang keikuiatan 
peimbuiktiannya tidak seiku iat akta oteintik, namuin suirat keite irangan tanah 
dikateigorikan seibagai alas hak ataui data yu iridis atas tanah yang dijadikan seibagai 
syarat keileingkapan peirsyaratan peirmohonan hak atas tanah seihingga alas hak beiruipa 
SK Buipati meimiliki keidu idu ikan huiku im. 

Alat Bukti Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok agrarian (UUPA) 
Beirdasarkan Pasal 1866 KUiH Peirdata meinyatakan alat bu ikti te irdiri dari bu ikti 

teirtuilis, buikti saksi, peirsangkaan, peingaku ian, dan suimpah.  Dalam Pasal 1867 KUiH 
Peirdata peimbuiatan akta dibagi meinjadi duia yaitui akta dibawah tangan (ondeirhands) 
dan akta reismi (oteintik). Akta dibawah tangan meiru ipakan akta yang dibu iat tidak 
dihadapan peijabat huiku im ataui notaris. Keiteintu ian Pasal 1868 Kitab Uindang-Uindang 
Hu ikuim Peirdata meinyatakan bahwa akta oteintik adalah suiatu i akta yang diteintu ikan 
oleih u indang-uindang, dibu iat oleih ataui dihadapan peigawai-peigawai uimu im yang 
beirweinang. (Christiana sri muirni, 2022). 

Keiteintu ian U indang-Uindang Pokok Agraria Nomor 5 tahuin 1960 Pasal 19 ayat 2 
huiru if c meineitapkan bahwa salah satui keigiatan peindaftaran tanah adalah peimbeirian 
suirat-suirat buikti hak yang beirlakui seibagai alat peimbuiktian yang kuiat. (UiU iPA Nomor 
5 tahuin 1960) 

Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UiUiPA meineitapkan bahwa pe indaftaran hak 
milik, hak guina u isaha, dan hak gu ina bangu inan meiru ipakan alat peimbuiktian yang ku iat. 
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Pasal 19 ayat 2 huiru if c, pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UiU iPA dijabarkan dalam pasal 
32 ayat 1 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 yaitui “Seirtifikat meiruipakan 
suirat tanda bu ikti hak yang beirlaku i seibagai alat peimbuiktian yang ku iat meingeinai data 
fisik dan data yuiridis yang teirmuiat di dalamnya, seipanjang data fisik dan data yu iridis 
teirseibu it seisuiai deingan data yang ada dalam su irat uiku ir dan bu ikui tanah yang 
beirsangkuitan. (Pasal 32 ayat 1 Peiratuiran Pe imeirintah Nomor 24 Tahuin 1997).  

Beirdasarkan keiteintuian di atas, buikti keipeimilikan kuiat beiruipa seirtifikat yang 
diteirbitkan oleih Badan Peirtanahan Nasional. Diteirbitkannya seirtifikat uintu ik 
meilinduingi hak dan meinjamin keipastian huikuim atas hak-hak tanah. Dalam sisteim 
peindaftaran tanah Uindang-Uindang Pokok Agraria (UiU iPA) meinganu it sisteim pu iblikasi 
neigatif yang meingandu ing u insuir positif (siteim pu iblikasi campuiran). Adapu in yang 
dimaksuid adalah: 

a. Seirtifikat seibagai alat buikti yang ku iat, buikan seibagai alat peimbuiktian yang 
muitlak. Kuiat dimaksuid disini meiruipakan sisteim puiblikasi neigatif. 

b. Sisteim peindaftaran tanah digu inakan seibagai peindaftaran hak, buikan sisteim 
peindaftaran akta. Sisteim peindaftaran hak, meiru ipakan sisteim puiblikasi 
neigatif 

c. Neigara tidak meinjamin keibeinaran data fisik dan data yu iridis yang teircantuim 
dalam seirtifikat. Hal ini meiruipakan ciri puiblikasi neigatif. 

Seirtifikat meiru ipakan alat buikti yang kuiat dan bu ikan meiru ipakan tanda yang 
muitlak ataui seimpuirna meinu iruit keiteintu ian UiU iPA, Peiratu iran Peimeirintah Nomor 10 
Tahuin 1961, dan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 teintang peiruibahan 
Peiratuiran Peimeirintah Nomor 10 Tahuin 1961. Hal ini beirarti bahwa seigala 
keiteirangan-keite irangan yang teircantuim di dalamnya meimiliki keiku iatan hu ikuim 
seipanjang keiteirangan bu ikti sah atas seibidang tanah seicara fisik dan data yu iridisnya. 
(Uirip santoso, 2010). 

Seilain itui, Peiratuiran Peimeiritah No 24 Tahuin 1997 teintang pe indaftran tanah 
beiruisaha meingatasi keileimahan-keileimahan dalam sisteim puiblikasi neigatif 
peindaftaran tanah deingan meingu ikuihkan leimbaga “reicthsveirweiking” yang dikeinal 
dalam huiku im adat meilaluii yu irispruideinsi dalam pasal 32 Peiratuiran Peimeirintah. 
Dalam hal teirseibu it, keiteintu ian Pasal 32 Ayat (2) Peiratuiran Peimeirintah No 24 Tahuin 
1997 teintang pe indaftaran tanah. Seiseiorang ataui badan huiku im meimpeiroleih seirtifikat 
seicara sah deingan meindapatkan tanah teirseibu it deingan iktikad baik dan seicara nyata 
meingu iasainya, maka pihak lain yang meirasa meimiliki hak atas tanah teirseibu it tidak 
dapat meinuintu it peilaksanaan haknya jika dalam waktui 5 (lima) tahuin seijak 
diteirbitkannya seirtifikat tidak meingaju ikan keibeiratan seicara teirtu ilis dan gu igatan kei 
peingadilan. 

Meilihat isi keiteintu ian pasal 32 ayat (2) bahwa seirtifikat hak tanah bisa beiruibah 
meinjadi suirat tanda buikti yang beirsifat muitlak apabila meimeinu ihi uinsuir-uinsu ir seicara 
ku imuilatif, yaitui: Seirtifikat diteirbitkan seicara sah atas nama orang ataui badan huiku im, 
tanah dipeiroleih deingan iktikad baik, tanah dikuiasai seicara nyata, dan dalam 5 tahuin 
seijak diteirbitkannya seirtifikat tidak ada seiorangpu in yang meingaju ikan keibeiratan 
seicara teirtuilis keipada peimilik seirtifikat ataui tidak meingaju ikan gu igatan kei peingadilan. 

Beirdasarkan keiteintu ian Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahuin 1997, maka seirtifikat 
meiru ipaka alat peimbuiktian yang meimiliki keikuiatan huiku im yang sah seipanjang 
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peineirbitan seirtifikat teirseibu it meimeinuihi syarat dan proseiduir seisuiai deingan atuiran 
yang beirlaku i, seibaliknya jika peineirbitan seirtifikat teirseibu it tidak meimeinu ihi syarat 
dan proseiduir maka seirtifikat teirseibuit cacat administrasi dan tidak sah seicara huiku im. 
(Suipriadi, 2006).  

Kondisi dan Kekuatan Surat Keterangan Tanah di Dusun Tanjung Marulak Desa 
Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

Masyarakat Duisuin Tanju ing Maruilak Deisa Huita Godang Keicamatan Suingai 
Kanan Kabuipate in Labuihanbatu i Seilatan meimiliki seibidang tanah seilu ias 569,55 heiktar, 
deingan bu ikti Suirat Keipala Direiktorat Agraria Provinsi Suimateira U itara meilalu ii Peitikan 
Suirat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Meii 1980 yang beirisikan peineitapan 
hak tanah teirhadap beibeirapa Warga Duisuin Tanju ing Maru ilak Deisa Hu itagodang.Tanah 
di Duisuin Tanjuing Maruilak teirseibu it meiru ipakan Ihya Al-Mawat (meighiduipkan tanah 
kosong yang tidak beirtu ian). Hu itan beilantara teirseibu it dibuika seikitar tahuin 1930 ataui 
seibeilu im keimeirdeikaan. Pada saat itui masyarakat DuisuinTanjuing Maruilak 
meinggu inakan tanah teirseibu it deingan beirladang hingga tahu in 1983. Pada tahuin 1983 
Peimbuikaan lahan keibu in sawit dilakuikan oleih PT Cisadanei Sawit Raya yang tidak 
diseirtai peileipasan hak dari masyarakat ataui ju ial beili dari peitani. Dan keibu in sawit 
teilah beiralih beibeirapa kali dari satui peiruisahaan keipada peiruisahaan lainnya. Pada 
Tahuin 2021 hingga sampai seikarang tanah teirseibu it dikeilolah oleih PT Suimbeir Tani 
Agu ing (STA). seijak dibu ika peirkeibuinan teirseibuit tidak meimiliki Hak Guina U isaha (HGUi) 
hingga tahuin 2021.   

Beirdasarkan peineilitian obseirvasi peineiliti fieild reiseiarchei, tanah teirseibuit milik 
masyarakat Duisuin Tanjuing Maruilak Deisa Huitagodang, yang kini dikuiasai oleih  PT 
Suimbeir Tani Aguing (STA) yang dipeiruintu ikan tanaman keilapa sawit. Mu incuilnya 
peirmasalahan peingu iasaan tanah teirseibuit, diawali deingan adanya keilu ihan dari 
masyarakat seiteimpat yang suidah meinduiga bahwa teilah teirjadinya peiluiasan 
peinggarapan tanah dan peimanfaatan tanah milik masyarakat Duisuin Tanjuing Maruilak 
Deisa Huita Godang oleih oknu im yang dilakuikan tanpa izin dari peimilik tanah (MDTM). 
Dan peimilik tanah (MDTM) tidak peirnah meilaku ikan ju ial beili dan meimbeirikan 
peirizinan tanah teirseibu it.  

Dari keiseilu iruihan informasi yang didapatkan meilaluii wawancara deingan 
beibeirapa reispondein, yang meinjadi pokok masalahan dari peineilitian ini adalah peilakui 
peingu iasaan tanah tidak meimiliki hak keipe imilikan, tidak meimiliki Hak Guina Uisaha, 
dan tidak seisuiai izin peiru intuikan, dalam izin peiru intuikan PT Su imbeir Tani Agu ing 
diguinakan u intu ik pohon kareit, pohon jati, dan pohon keilapa sawit, namuin nyatanya 
hanya dipeiruintu ikkan keilapa sawit. 

Hasil wawancara beirsama Bapak Eirlim Panei seilaku i Keitu ia Peingu iru is Masyarakat 
Duisuin Tanjuing Maruilak (MDTM) beirpeindapat seibagai beirikuit, Masyarakat Duisuin 
Tanjuing Maru ilak meibu ika huitan beilantara seikitar Tahuin 1930. MDTM meingeilola 
tanah teirseibu it deingan meinanam pohon kareit dan sawit. Namuin seikarang tanah 
teirseibu it suidah dikuiasai oleih PT Suimbeir Tani Aguing. Seibagian tanah yang 
diopeirasikan oleih PT Su imbeir Tani Agu ing meiru ipakan tanah masyarakat. Deingan 
beirbagai keiseimpatan dibeirikan keipada PT Suimbeir Tani Aguing uintu ik meinghadirkan 
beirbagai buikti keipeimilikan alas hak lainnya atauipu in Seirtifikat Hak Guina U isaha dalam 
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Rapat Deingar Peindapat (RDP) Tahap I dan Tahap II di Geiduing DPRD Suimuit. Sampai 
seikarang meireika beilu im meinyeirahkan buikti teirseibu it keipada masyarakat. Meinu iru it 
Bapak Eirlim Panei Suirat Keiteirangan Tanah yang dimiliki oleih masyarakat suidah 
meimiliki keiku iatan huiku im beiruipa bu ikti SK Buipati, meiskipuin beilu im sampai pada titik 
teirdaftarnya tanah/ seirtifikat. Tidak teirdaftarnya tanah teirseibu it akibat minimnya 
peingeitahuian dan biaya yang minim ju iga. (Hasil wawancara Bapak Eirlim) 

Hasil wawancara deingan Bapak Muilkan seilaku i Tokoh Masyarakat Duisuin 
Tanjuing Maruilak beirpeindapat seibagai beiriku it, Seijak tahuin 1930 MDTM 
meinghiduipkan tanah mati dan meingeilolah tanah teirseibuit meinjadi tanah produiktif 
yang ditanamin pohon kareit dan pohon keilapa sawit. Namuin, tanah teirseibu it dikuiasai 
oleih PT Suimbeir Tani Agu ing. Bahwasanya masyarakat deingan pihak PT Suimbeir Tani 
Agu ing tidak peirnah meilaku ikan ju ial beili tanah seiluias 569,555 Heiktar. PT Suimbeir Tani 
Agu ing teilah meingu isai tanah masyarakat tanpa adanya alas hak lainnya atauipu in 
Seirtifikat Hak Guina Uisaha. Tanah yang dimiliki oleih Masyarakat Duisuin Tanjuing 
Maruilak (MDTM) meimiliki bu ikti Suirat Keite irangan tanah yang dikeilu iarkan oleih Buipati 
(SK-Buipati) meilaluii Peitikan Suirat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Meii 1980 
teilah meilakuikan peineitapan hak tanah teirhadap beibeirapa Warga Duisuin Tanjuing 
Maruilak Deisa Huitagodang seibagai buikti keipeimilikan tanah. Masyarakat juiga 
meinganggap deingan adanya SK-Buipati teirseibu it maka hak meireika suidah 
meindapatkan jaminan dan peirlinduingan huiku im, meiskipuin tanah teirseibu it tidak 
teirdaftar/beirseirtifikat. (Hasil wawancara Bapak Muilkan) 

Hasil wawancara deingan ibuik su imiati seilaku i warga masyarakat Duisuin Tanju ing 
Maruilak (MDTM) beirpeindapat seibagai beirikuit, Tahuin 1930 MDTM meimbuika lahan 
mati deingan meinanami pohon kareit dan pohon sawit. Namuin seikarang tanah teirseibu it 
dikuiasai oleih PT Suimbeir Tani Aguing. masyarakat meimiliki Suirat Keiteirangan Tanah 
(Sk-Buipati), seidangkan PT suimbeir Tani Aguing tidak meimiliki alas hak lainnya 
atauipu in Seirtifikat Hak Guina Uisaha. Dari hal teirseibu it bisa dilihat bahwa seilama ini PT 
Suimbeir Tani be iropeirasi di Duisuin Tanju ing Maru ilak deingan ileigal. Dan masyarakat 
Duisuin Tanju ing Maru ilak meirasa diruigikan kareina seibahagian tanah masyarakat 
dikuiasai oleih PT Suimbeir Tani Aguing. Dari Suirat Keiteirangan Tanah yang dimiliki oleih 
masyarakat, beiliaui meinganggap bahwa SKT teirseibu it meiruipakan alat bu ikti kuiat 
seibagai keipeimilikan atas seibidang tanah, seihingga saya beirharap hak kami 
dikeimbalikan oleih pihak yang beirsangku itan. Minimnya peingeitahuian seirta tidak 
adanya biaya MDTM uintu ik meilaku ikan peindaftaran seirtifikat. . (Hasil wawancara ibuik 
Suimiati) 

Hasil wawancara keitiga narasuimbeir teirseibu it. Teirdapat peingu iasaan tanah yang 
dilakuikan oleih PT Suimbeir Tani Aguing te irhadap tanah Masyarakat Duisuin Tanju ing 
Maruilak. Dalam peingu iasaan tanah tanpa seiizin peimilik meiru ipakan hal yang dilarang 
dalam peirtanahan (agraria).  

Peirbuiatan peingu iasaan milik orang lain meiru ipakan beintu ik meing-ghasab 
(meinyeirobot) suiatui barang/hak yang orang lain miliki. Maka haram hu ikuimnya 
meilakuikan tindakan peinyeirobotan tanah teirseibu it. Seibagaimana teirdapat dalam 
peimikiran Wahbah Az-Zuihaili “ Barang siapa meinyeirobot seijeingkal tanah milik orang 
lain seicara zhalim, maka Allah SWT akan meinjadikan seijeingkal tanah itui tu iju ih buimi 
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lalui meingalu ingkannya kei leiheirnya keilak di akhirat”.  Dan peirspeiktif Wahbah az-
Zu ihaili di atas adalah peinjeilasan peinduiku ing Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 
188. Artinya “Dan janganlah kamui makan harta di antara kamui deingan jalan yang batil 
dan janganlah kamui meinyu iap deingan harta itui keipada para hakim deingan maksuid 
agar kamui dapat meimakan seibagian harta orang lain itui deingan jalan dosa, padahal 
kamui meingeitahuii”. 

Dalam karyanya Fiqih Islam Wa Adillatuihui Jilid 6 (Az-Zuihaili), Wahbah Az-
Zu ihaili ju iga meimbahas teintang peingu iasaan atas seisuiatu i yang tidak dilinduingi hak 
milik: Jika seiseiorang heindak ghasab (meirampas) seisuiatui yang meinjadi hak orang lain, 
teitapi peimiliknya beinda itu i teilah meinyatakan, “Aku i gu igu irkan hak milikkui,” maka hak 
milik itui tidak dapat dicabu it dan beinda itui teitap meinjadi miliknya. Namuin, satui-
satuinya pilihan adalah meingalihkan ke ipeimilikan. Kontrak yang meingalihkan 
keipeimilikan, seipeirti kontrak yang meilibatkan ju ial beili, warisan, ataui wasiat, dapat 
diguinakan u intu ik meintransfeir keipeimilikan. (Wahbah Az-Zuihaili, 1989). Waluipu in 
dalam keiteintu ian huikuim islam tidak adanya peimbahasan meingeinai suirat keiteirangan 
tanah, namuin dalam keiteintu ian huikuim islam seitiap orang yang beirkeinaan deingan 
duinia keitanahan ataui agraria haruis meilakuikan izin peimeirintah. Seibagaimana para 
fuiqaha seipakat bahwa izin dalam peingolahan tanah itui sangat peinting, seihingga akan 
meinjamin teirhadap hak teirseibu it. Dalam izin peingolahan tanah di Duisuin Tanjuing 
Maruilak teirdapat Suirat Keiteirangan Tanah (SK-Buipati)  meilaluii Peitikan Suirat Nomor 
69/DA/HML/LB/1980. 

Keiku iatan huiku im Suirat Keiteirangan Tanah yang dikeiluiarkan oleih Buipati meilaluii 
Peitikan Suirat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 yang dimiliki oleih masyarakat duisuin 
tanju ing maruilak meiru ipakan suirat-suirat lama yang meimpuinyai keiku iatan huikuim 
seibagai bu ikti peingu iasaan atas seibidang tanah. Seihingga SKT dikateigorikan seibagai alas 
hak ataui data yu iridis yang dijadikan seibagai bu ikti objeik tanah yang diku iasai seicara 
fisik, dan seibagai alat bu ikti teirtu ilis dibawah tangan. Seibagaimana diatuir dalam 
keiteintuian Peiratu iran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 teintang peindaftaran tanah. 

KESIMPULAN  

Dari peirmasalahan ini, dapat ditarik keisimpuilan Suirat Keiteirangan Tanah yang 
diteirbitkan oleih Bu ipati Du isuin Tanjuing Maru ilak meilaluii Peitikan Suirat Nomor 
69/DA/HML/LB/1980  meimiliki keidu iduikan hu iku im seibagai alat buikti keipeimilikan 
tanah. Suirat keiteirangan tanah teirseibu it seibagai alat bu ikti teirtu ilis di bawah tangan yang 
keikuiatan peimbuiktiannya tidak seikuiat akta oteintik, namuin su irat keiteirangan tanah 
dikateigorikan seibagai alas hak ataui data yuiridis atas tanah yang dijadikan seibagai 
syarat keileingkapan peirsyaratan peirmohonan hak atas tanah seihingga suirat keiteirangan 
tanah beirfu ingsi seibagai bu ikti peingu iat peingu iasaan tanah seicara fisik.  

Bu ikti kuiat keipeimilikan tanah adalah deingan seirtifikat, khuisuis seibagai buikti 
ku iat data fisik dan data yu iridis seisuiai deingan data yang teircantu im dalam suirat u iku ir 
dan buiku i tanah yang beirsangkuitan, seisuiai deingan Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik 
Indoneisia Nomor 24 Tahuin 1997 Pasal 32 ayat (1). 

DAFTAR PUSTAKA 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/5091


Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 

Vol 6 No 1 (2024)   890-904   P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.5091 

 

903 |  Volume 6 Nomor 1  2024 
 

Abdu il Rahman Ghazaly, Dkk. Fiqih Muiamalah, Jakarta: Preinadameidia Grouip. 2010. 

Abdu il Rahman Ghazaly, dkk. Fiqih Muiamalah, Jakarta:Ke incana Pratama. 
2007. 

Abdu illah Bin Muihammad Ath-Tahayyar,Dkk. Einsiklopeidia Fiqh Muiamalah Dalam 
Pandangan Eimpat Madzhab, Teirj. Miftahuil Khairi, 2007.  

Ahmad Mu inif. Ihya al-Mawat Dalam Ke irangka Huikuim Pe irtanahan Di Indone isia, Al- 
Ahkam Ju irnal pe imikiran Hu iku im  Islam Vol 29 No. 1 Tahu in 2018. 

Ambok Pangiu ik. IhyaAl-Mawat Dalam Huikuim Islam, Me idia Akade imika Volu ime i 
25. No 2. April 2010. 

Bu idi Harsono, Himpuinan peiratuiran peiratuiran huikuim tanah, Jakarta : djambatan. 
2008.  

Christiana Sri Muirni. Seirtifikat Hak Milik Atas Tanah Meiruipakan Tanda Buikti Hak 
Keipeimilikan Tanah, Vol 8 No 2 Juini 2022.  

E iffe indi Pe irangin. Prakte ik Pe irmohonan Hak Atas Tanah, Jakarta: Rajawali Pe irs. 
1991. 

Hu isni Thamrin. Peimbuiatan Akta Peirtanahan Oleih Notaris, Yogyakarta: Laksbang 
Preissindo, 2011.  

Imam Al-Kasani. Bada’iui Al-Fawaid, Bairuit: Dar Fikir 1974. Jilid VI.  

Jamalu iddin Mahasari. Pe irtanahan Dalam Huikuim Islam, Yogyakarta: Gama Me idia. 
2010. 

Pasal 1865 KUiH Peirdata 

Pasal 27 UiU iPA Nomor 5 Tahuin 1960  

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/5091


Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 

Vol 6 No 1 (2024)   890-904   P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.5091 

 

904 |  Volume 6 Nomor 1  2024 
 

Pasal 32 ayat 1 Peiratu iran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 

Suidarsono. Pokok-Pokok Huikuim Islam, Jakarta: Rineika Cipta. 2001.  

Suiharningsih. Tanah Teirlantar, Jakarta: Peineirbit Preistasi Puistaka Raya. 2009.  

Suipriadi. Huikuim Agraria, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.  

Syaikh Abui Bakar Jabir al-Jaza Iri,  Minhajuil Muislim teirjeimah, ceit kei-VI Madinah 
Maktabuil U iluim Wal 1998. 

Uindang-Uindang Pokok Agraria Nomor 5 Tahuin 1960  

Uirip Santoso. Huikuim Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Keincana Pradana 
Meidia Gruip. 2005.  

Uirip Santoso. Peindaftaran Dan Peiralihan Hak Atas Tanah, Ceit III. Jakarta: Preinada 
Meidia Grouip. 2010.   

Vida Rianti Ginting. Keibeiradaan Keipeimilikan Tanah Beirdasarkan Suirat Keiteirangan 
Tanah Di Deisa Namo Gajah, Keicamatan Meidan Tuintuingan, Kota Meidan. Vol 17 
Tahuin 2017. 

Wahbah Az-Zuihaili. Fiqih Islam Wa Adillatuihui Jilid 6, Bairuit: Daru il Fikir. 1989. 

 

 

 

 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/5091

